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Entitas :
	
Provinsi
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	Donggala
	Tolitoli
	Buol
	Sigi
	Morowali Utara
	
Parigi Moutong
	Poso
	Morowali
	Tojo Una-una
	Banggai
	Banggai Kepulauan
	
Banggai Laut


Jangan Sembarang Jual Aset Desa
Anggota komisi I DPRD, Yus Ama meminta para kepala desa tidak sembarang melego aset desa. Menurut dia, tanah desa merupakan milik seluruh masyarakat yang pemindahtanganannya harus mendapatkan persetujuan seluruh masyarakat.
[bookmark: _GoBack]Pernyataan Yus ini untuk menunjukkan bahwa pemindahtanganan aset desa harus melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dan untuk kepentingan umum.
“Inti dari penjualan tanah desa itu harus ada persetujuan masyarakat, kalau tidak ada persetujuan seluruh warga maka kepala desa tidak boleh menjualnya,”tegas mantan aktivis yang bergerak di isu desa dan masyarakat adat ini. Dijelaskannya, roh undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah azas pengakuan atas hak desa atas tanah sehingga tidak bisa sembarang diklaim apalagi dijual.
“Pemerintah daerah, dalam hal ini bagian pemdes harus proaktif membahas persoalan tanah bersama pemerintah desa, meskipun tanah desa itu bukan milik pemda,”katanya. Dalam berbagai kasus, biasanya tanah desa berkurang karena adanya pencaplokan dari warga atau beralih fungsinya lahan-lahan desa untuk perumahan warga maupun dijadikan kebun.
Dengan berbagai persoalan yang menyangkut aset desa, Yus Ama menyebut memang ada kekurangan dalam hal administrasi tanah desa, sebab biasanya yang disebut tanah desa, tanah adat atau tanah bengkok adalah pengakuan dari masyarakat secara turun temurun.(IAN)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




